BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam memberikan Bantuan
Hukum kepada Pedagang Kaki Lima Yang Terdampak Penggusuran antara
lain :

a. Lembaga Bantuan Hukum Padang membantu masyarakat yang
membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan terhadap masyarakat
dalam beracara di pengadilan litigasi.

b. Memberikan nasehat-nasehat hukum diluar jalur pengadilan non litigasi
sehingga tercapainya suatu keadilan terhadap masyarakat.

c. Lembaga Bantuan Hukum Padang lebih banyak membantu masyarakat
dalam menangani kasus perkara pidana serta menangani kasus kelompok
Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran di Kota Padang, serta
dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Padang  mendampingi dan
memberikan Bantuan Hukum kepada kelompok Pedagang Kaki Lima
dalam menyelesaikan kasusnya.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam
Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pedagang Kaki Lima Yang
Terdampak Penggusuran antara lain bahwa : Pemerintah Kota Padang
minim menerima pendapat serta audiensi yang dilakukan oleh pihak

Lembaga Bantuan Hukum Padang dan Kelompok Pedagang Kaki Lima.
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Pedagang Kaki Lima tersebut kurang kompaknya dalam dalam menjalankan
sebuah aksi untuk mempertahankan keinginan mereka, lebih mudah
menyerah dengan keadaan dan penaklukan yang terjadi dilokasi disaat
berhadapan dengan pihak Pemerintahan Kota maupun Aparat Penegak
Hukum. Kelompok Pedagang Kaki Lima ini masih banyak melakukan
pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibikin oleh
pihak Lembaga Bantuan Hukum Padang maupun Kelompok Pedagang Kaki
Lima dengan Pemerintah Kota serta KOMNAS HAM.

3. Upaya-upaya Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam
Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pedagang Kaki Lima Yang
Terdampak Penggusuran antara lain : Lembaga Bantuan Hukum
memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat Pedagang Kaki Lima Pantai
Padang vyang terdampak penggusuran, salah satunya melakukan
pendampingan terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus tersebut,
sehingga meringankan dan memberikan sebuah solusi kepada kelompok
Pedagang Kaki Lima yang tersandung kasus penggusuran tersebut, serta
Lembaga Bantuan Hukum Padang meningkatan pelayanan yang akan

diberikan kepada masyarakat penerima Bantuan Hukum.

B. Saran

Berdasarkan Simpulan yang diberikan, penulis memberikan saran-saran

untuk penelitian ini antara lain :

1. Agar Lembaga Bantuan Hukum Padang lebih banyak melakukan

sosisalisasi dan penyuluhan mengenai peran, fungsi serta kedudukan

UNIVERSITAS BUNG HATTA



52

Lembaga Bantuan Hukum Padang bagi masyarakat yang memiliki kasus di
Kota Padang.

2. Agar Advokat Lembaga Bantuan Hukum Padang lebih kooperatif dan
berkomunikasi dengan penerima Bantuan Hukum khususnya dalam
melakukan pendampingan terhadap Pedagang Kaki Lima yang terdampak
penggusuran.

3. Agar Lembaga Bantuan Hukum Padang meningkatkan kordinasi serta
profesionalitas dalam memberikan perlindungan hukum dan penanganan
terhadap masyarakat yang menerima bantuan hukum agar pemberian

bantuan hukum terpenuhi.
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